PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
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NOTULEN RAPAT

: Koordinasi Persiapan Konsultasi Publik.

Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023

Waktu : 13.00 WIB — Selesai.

Tempat : Ruang Rapat It.1 BKPSDM.
Pimpinan Rapat :

Ketua : FATMAH ROSYATI, S.IP.M.L.P
Sekretaris : HERLINDA ERVIANA DEWI, A.Md
Pencatat/Notulis : MAKMUN, SM

Kesimpulan dan Jalannya Rapat :

1. Pembukaan, diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Sekretaris BKPSDM BKPSDM.
2. Hasil pelaksanaan rapat sebagai berikut :

a. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau
aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan
mengumpulkan informasi.

b. Karena BKPSDM tidak melayani langsung kepada masyarakat, maka yang dimaksud konsultasi publik ke
masyarakat tidak menjadi pelayanan langsung di BKPSDM Kota yogyakarta, OPD yang melayani ke
masyarakat langsung wajib menyediakan menyediakan untuk konsultasi publik. (Hasil konsultasi ke Bag
Organisasi Setda Kota Yogyakarta).

c. ASN berperan aktif sebagai masyarakat untuk mengurangi sampah, sehingga rapat rapat ada solusi yg tidak

menghasilkan sampai, makan dihabiskan, cari tempat snack makan yg bisa dijual lagi, minum memakai

tambler.

Galon disediakan per bidang dengan gantian, Pengadaan dispencer tahun depan

Sementara belanja makan di tempate mbak murah.

Usahakan makan snack dan nasi dihabiskan, beli snack sedikit gak papa yang penting enak.

Tahun 2024 sudah mulai HKPD |G

TPP I merit sistem dan IPASN, bila UU ASN berlaku total,

Terkait LHKPN penanganan dan Datanya semuanya ada dibidang Administrasi Kepegawaian

(AK) sehingga perlu diadakan refisi Tupoksi, untuk SK LHKPN pada tahun 2023 tetap dibuat

oleh bidang AK sebelum adanya revisi.
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APBD masing-masing.

m. Lomba 17 san akan di adakan minggu depan.

Demikian kesimpulan dan hasil rapat.




